
Menim ba g 

Menging t 

BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 68 TAHUN 2021 

TENTANG 

TUGAS DAN FUNGSI 
KECAMATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Perat ran Daerah 
Nomor 7 Tahun 20 16 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah seba gaimana telah diubah bebera pa kali, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 
3 Tahun 202 ten tan g Perubahan Kedua atas Peratu ra n Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 20 16 ten tang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah da n Pasal 93 
Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 202 1 tentang 
Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas da n Fungsi Perangkat 
Daerah, perlu m enetapkan Peraturan Bupati Tasikma laya ten tang 
Tugas dan Fungsi Keca m a ta n ; 

1. Un da n g-Un da n g Nom or 14 Tah n 19 50 tenta ng Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabu paten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Ba ra t (Berita Negara Repu b lik In donesia Tahun 1950), 
sebagaima a telah diubah den gan U dang-Un dang Nomor 4 
Tahun 1968 ten tan g Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupat n Subang dengan m en gubah Undang-Undang Nomor 
14 Tah n 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indon esia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nom or 187 Tambahan Lembaran Nega ra Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 a hun 
2016 ten tang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum a erah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 201 6 mor 
1 ); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ta sikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 ten tang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewe angan 
Pemerintahan Kabup aten Tasikmalaya (Lembar Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3); 

6 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peran kat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabu paten Tasikmalaya Tah n 2016 
Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberap a kali, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupa ten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahu n 202 1 ten tang Perubahan Kedua atas Peratu Daerah 
Kabupaten Tas ikm a laya Nomor 7 Ta hun 20 16 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Da erah ( mbaran 
Daerah Kabupaten Ta sikmalaya Tahun 2021 N m or 3); 

7 . Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 20 1 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs i Perangkat 
Daerah (Berita Daerah Kabupa ten Tasikmalaya Tahun 2021 

Nomor 39); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI 
KECAMATAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
2. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penye1enggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pe1aksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
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4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Tasikmalaya yang 
dipimpin oleh camat. 

5. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang 
melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan 
pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri. 

SUSUNA 0 
BAB II 

S S ClAN TUGAS DA 

Bagian Kesatu 
Susunan Organ· sasi 

P al2 

Susu a n organisasi Kec rna n terdiri ta: 
a. Ca at; 
b. Sekr t iat, t rdiri atas: 

1. S bb g·an UmUill. dan Kepegawaian; dan 
2. S bagian Perencanaan dan Keu ngan. 

c. Seksi emerintah 

UNGSl 

d. Seksi , Ekonomi dan Pembangunan; 
e. Seksi 
f. Seksi . ete :mu ; n 
g. Kelom ok abatan 

Bagi edua 
·n cian Tugas Unit da F n S I 

aragra 1 
Cama t 

Pa sal 3 

(1) Camat se ag . man a dimaksud dalam Pasal 2 u ruf a e punyai tugas pokok 
memimpin, m , gatu , mer bina an mengoordinasikan pe yelenggaraan 
urusan pemer·nta an di wilayah K an. 

(2) Dalam menyelenggarakan t gas pokok sebagaimana imaksud pada ayat (1), 
Camat mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan urusan erne ·ntaha di wi a ah Kecamatan; 
b. Penyelenggaraan pengoordina ·a n egiatan pemberdayaan masyarakat; 
c. Penyelenggaraan pengoordinasia aya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum; 
d. Penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan 

perundang-undangan; 
e. Penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan saran a 

pelayanan umum; 
f. Penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 

yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan; 
g. Penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan; 
h. Penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat; 
1. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan desa; dan 
J. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan. 
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(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menye1enggarakan penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan; 
b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
pe1aksanaan urusan pemerintahan umum; 

c. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi: 
1. Partisipa s i yawa rah Perencanaan 

Pemb gunan di desa dan Kecama tan; 
2. Si kron isa i pro am er'a dan k gla tan 

ya n dilakukan oleh Pemer in ta h dar~ 

ecamatan; 

pem berday an masyarakat 
swa.o;ta di wilay kerja 

3 . Efektivitas la ~ pemberday an masyarakat di wilayah Kec m an; 
dan 

4 . Pelapo an pelaksanaan tugas pember yaan masyarakat d i 'layah 
k r'a Kecamatan kepada Bupa ti. 

d. engoordinasikan upaya peny Ie ggaraan ketentraman dan ketertiban 
u u rn mel:ipu ti: 
1. Si er itas dengan Kepolisi Negara Republik Indonesi , Tentara 

n esia , an in~ nsi rtikal . 0 ayah Kecamat 
2. Ha r n isasi u n gan oh agama da to oh rna ' arakat; 

da 
3. P aporan pelak anaan an ketertiban kepada 

Bupati; 
e. M n oordi a sikan p erapan a n peneg kr .n Peratu ran Dae ah dan 

Perat ran Kepala Dae ah m . ip ti: 
1. "'Ii er itas denga per ngka t d er h y ng tugas a n f n gsinya di 

bid g en akan pe a tu ran erundan - nang dan/atau 
K p isi Negara pl: lik I d nesia ; da 

2. Pela p ran e aksan an en rapan a n p n egakan peraturan 
perund g-unda nga n di wilaya h Kecamatan kepada B pa 0i. 

f. Mengoor 'nasikan emeliha a pra arana da sar a p ayanan umum 
meliputi: 
1. Sinergitas de gan peran a t dae d / ata . nstansi vertikal yang 

terkait; 
2. Pe1aksanaan peme1ihara p sar a dan fasilitas pelayanan umum 

yang melibatkan pihak swast ; an 
3. Pe1aporan pe1aksanaan peme1iharaan prasarana dan fasilitas pe1ayanan 

urnum di wilayah Kecamatan kepada Bupati. 
g. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

Kecamatan me1iputi: 
1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan 

instansi vertikal terkait; 
2. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecarnatan; dan 
3. Pelaporan penye1enggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

Kecamatan kepada Bupati. 
h. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa; 
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1. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan 
pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa di wilayah kerja 
Kecamatan; 

J. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja 
perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang ada di Kecamatan 
meliputi: 
1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan; 
2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di 

wilayahnya; 
3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah 

Kecamatan; dan 
4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di 

wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
k. Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang kewenangannya 

dilimpahkan Bupati kepada Camat atas pelayanan perizinan dan non 
penzman; 

1. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegasan batas 
desa, Kecamatan di wilayah kerjanya; 

m. Menyelenggarakan tugas pembantuan sesual dengan peraturan 
perundang-undangan; 

n. Menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan 
Kelompok Jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah pada 
perangkat daerah yang bertugas di wilayah Kecamatan; 

o. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan 
pembangunan di wilayah kerja Kecamatan; 

p. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan; 
q. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 
r. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf2 
Sekretariat 

Pasa14 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas 
pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan 
pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan 
Kecamatan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sekretariat mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kecamatan; 
b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; 

dan 
c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretariat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, 

program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Kecamatan; 
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b. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan 
administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah 
tangga, arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit kerja Kecamatan; 

c . Menyelenggarakan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan strategi 
penerapan e-govemment; 

d . Menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Kecamatan; 
e. Menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unit-unit kerja di 

lingkup Kecamatan; 
f. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan 

hubungan masyarakat; 
g. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi dan 

tata laksana di Kecamatan; 
h. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta 

pengamanan informasi publik; 
1. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan 

Kecamatan; 
J. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator 

kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah (LKIP) , Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
(LKPj) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta 
Standar Operasional Prosedur (SOP) unit kerja di lingkungan Kecamatan; 

k. Menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan 
urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan; 

1. Menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan; 

m. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan 
Kecamatan; 

n. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas 
dan fungsi organisasi di lingkup Kecamatan; dan 

o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 
(4) Sekretariat terdiri atas: 

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan. 

Pasal5 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan 
pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, 
rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis 

lingkup SUbbagian Umum dan Kepegawaian; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan 

prasarana kantor; 
c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana 

dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam; 
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d. Melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di 
tingkat Kecarnatan; 

e. Melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan; 
f. Melaksanakan perneliharaan sarana dan prasarana pelayanan urnurn; 
g. Melaksanakan pengelolaan penyirnpanan barang rnilik daerah; 
h. Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokurnen, surat rnenyurat dan 

ekspedisi dinas; 
1. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, 

pelayanan serta pengamanan inforrnasi publik; 
J. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk 

hukurn; 
k. Melaksanakan pernbinaan dan koordinasi penyusunan standar 

operasional prosedur tiap-tiap unit kerja; 
l. Melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan adrninistrasi 

kepegawaian Kecamatan; 
rn. Melaksanakan penyiapan bahan pernbinaan dan disiplin pegawai serta 

pernberian sanksi dan penghargaan pegawai; 
n. Melaksanakan penyusunan bah an pernbinaan penilaian kinerja pegawai; 
o. Melaksanakan pengelolaan adrninistrasi perjalanan dinas; 
p. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, 

keprotokolan dan hubungan rnasyarakat; 
q. Melaksanakan penatausahaan barang rnilik daerah/ aset; 
r. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas; dan 
s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasa16 

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 
4 ayat (4) huruf b rnernpunyai tugas pokok rnelaksanakan penyusunan bahan 
perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan. 

(2) Dalarn rnenyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 

SUbbagian Perencanaan dan Keuangan rnernpunyai rincian tugas rneliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, 

evaluasi, pelaporan dan anggaran Kecamatan; 
b. Melaksanakan penyiapan perurnusan kebijakan lingkup perencanaan 

kebijakan dan strategi penerapan e-govemment serta pengelolaan dan 
layanan inforrnasi publik lingkup Pernerintah Daerah; 

c. Melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program 
dan kegiatan Kecamatan dengan dokurnen perencanaan perangkat 
daerah; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan 
kerja; 

e. Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan 
tiap- tiap unit kerja di Kecamatan; 

f. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan 
teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja; 

g. Melaksanakan penyusunan bahan pernberian layanan adrninistrasi 
bidang keuangan; 
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h. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan 
keuangan Kecamatan; 

1. Melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan; 
J. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan 

pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan; 
k. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas; dan 
l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 3 
Seksi Pemerin tahan 

Pasal 7 

(1) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c 
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelayanan 
pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi 

Pemerintahan; 
b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan 

di Kecamatan; 
c . Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan 

kegiatan Kecamatan dengan perangkat daerah; 
d. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan kepada 

masyarakat di Kecamatan; 
e. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan; 
f. Melaksanakan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan penerapan 

Standar Pelayanan (SP); 
g. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

pelaksanaan tugas; 
h. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat dan penyusunan laporan 

hasil survey kepuasan masyarakat; 
1. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan urusan 

pemerintahan dasar dalam rangka penerapan dan percepatan pencapaian 
standar pelayanan minimal; 

J. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka 
pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum; 

k. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum; 
l. Melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan 

umum; 
m . Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah 

Kecamatan; 
n. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi kependudukan 

dan pencatatan sipil; 
o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelimpahan 

kewenangan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; 
p. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desai kepala Desa dan 

pengelolaan keuangan dan aset desa; 
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q. Melaksanakan penylapan bahan pengawasan dan pengendalian alokasi 
dana desa; 

r. Melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan 
pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa; 

s. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi 
pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tugas dan 
fungsi Badan Permusyawaratan Desa; 

t. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan serta evaluasi 
pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan; 

u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan 
pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; 

v. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pengangkatan 
dan pemberhentian perangkat desa; 

w. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerja sarna an tar desa dan 
kerja sarna desa dengan pihak ketiga; 

x. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan 
pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa; 

y. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemerintahan; dan 

z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 4 
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan 

Pasal8 

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas pokok 
melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan 
pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah 
Kecarnatan. 

(2) Dalarn menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan 
mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan; 
b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di 

Kecarnatan; 
c. Melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan 

perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah; 
d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk 

berpartisipasi dalarn perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan 
dalarn forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan 
Kecamatan; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan 
pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan 
terhadap pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan 
oleh instansi terkait untuk mengetahui mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang 
dibiayai oleh Pemerintah danl atau Pemerintah Daerah maupun swadaya 
masyarakat; 
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g. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan 
ketenagakeIjaan dan perburuhan; 

h . Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan 
pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat; 

1. Melaksanakan konsultasi dengan unsur lembaga teknis yang terkait di 
bidang perpajakan dan pendapatan daerah; 

J. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi 
daerah dala tn ' daerah yang bersumber di 
wilayah Ke am 

k. Melak akan kegiatan penggalian sumber-sumber pen patan daerah di 
wilayah kerja Kecamatan Y' n g tekn is p J ak a naan nya d i ma oleh 

1. 

m . 

lem ba ga yang menangani pendapatan daerah; 
Me aksanakan penyiapan bah n pembinaan dan pengawasan 
m eningkatkan perekono . an; 

tuk 

Mela ksanakan penyiapan bah an pembinaan, pengembang serta 
pemanta an kegiatan perindustrian, p da gangan, perta Iba ngan, 
k pari isataan, perkoperasian, saha kecil mene gah, peter akan, 
p ert ian, perkebuna. > perikan ser a meningkatkan kel ncaran 
d i .. t ribusi h asil produksi; 

n. Melak ak h a n 
ang 

pengawasan penyal T 

m e U Ja g keberhas ' a 
dan 

rogram 

o. enyi a an penga san a n ggunaan 
da peman aata a1 a . 

p. M o.l sanakan penyia an bahan monitoring, evaluasi dan pen awasan 
kegia tan pem bangu. a n di wilaya erJa ec rna an; 

q. Mela k sanakan pen sun St r Ope a ional Prose u r (SOP) 

r. 

s. 

t. 

pelaksanaan tuga s ; 
Melaks e yi pa bahan koordi asi d gan daerah 

ng' n ling up elJa nya; 
penyla an a an ord ' a i pe ye engg ra n urusan 

pemer'n t a n g m e 'a i ingkup asnya ; 
Melaksanak penyusl..ma bahan koor inasi, em ta an, evaluasi dan 

p Seks' Pemberdayaan pelaporan has ' p laksanaan tugas ling 
Masyarakat D a, E Tono i dan -embangunan; a n 

u. Melaksanakan tuga kedi san amnya. 

P ragra 5 
Seksi Kesej a eraan Sosial 

Pasal9 

(1) Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e 
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan 
kesejahteraan rakyat, meliputi fasilitasi kegiatan pendidikan, kesehatan, 
keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan serta penanganan 
masalah kesejahteraan sosia1. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas melipu t i: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi 

Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program keIja Kecamatan; 
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b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan 
Sosial di Kecamatan; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan organisasi sosialj 
kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat; 

d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan 
hari besar nasional; 

e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan 
hari besar kea amaan; 

f. Melaksanak penyiapan bahan koordinasi pelaksan an penyuluhan 
kehidupan b agama; 

g. Melaksan ' an 0 rdinasi elaksa an dan penanganan kon flik sosial 
se u ai etentuan peraturan perundang-undangan; 

h. ela . sanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan ke u arga 

1. 

e ncana; 
el sanaka penyiapan bah 

k gi tan program kesehatan; 
k rdinasi pembinaan dan pengawasan 

J. Melak sa akan penyiapan bahan ko rdinasi pelaksa a an dan pem inaan 
pr gram wajib belajar pendidikan dasar lembaga masyaraka t ekolah 
(de an/komite sekolah) serta kebu d yaan; 

k. Melak anakan penyiapan a a ko a s! m an ke emudaan dan 
01 raga; 

l. Mel ks akan peny· n pem 1 

pe an an an md ejahter an Sl 

su b r kesejah eraan s sial; 
m. Melaksa su r gr m pem binaan dala 

kesejahteraan rah..'Yat; 

cegah an dan 
a an potensi 

gkatkan 

n. Mela ksanakan peny"a pa n bahan oordi as ' da n rek endasi antuan 
SOSI ; 

o. Melak anakan p rdin 'i deng r tokoh asyarakat dan 
pem k agama ke ·a camata u u k ewujudkan 
ketentr an d kete ·ban u mum lasy rak t d i w· ayah K c tan; 

p. Melak an an penyus nan ta dar p raSlOn Prosedur (SOP) 
pelaksanaa tu as· 

q. Melaksan a n pen lapan ah koor na'" d nga Pera gkat Daerah 
sesuai deng lin kup kerjanya; 

r. Melaksanakan nyu una bah an koordi asi, ema tauan, evaluasi dan 
pelaporan hasH pelak anaa tugas ingku 'eksi K sejahteraan Sosial; dan 

s. Melaksanakan tugas kedin san 

Para af6 
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Pasal10 

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 huruf f mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan 
pembinaan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi 

Ketentraman dan Ketertiban Umum; 
b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data 

ketentraman dan ketertiban umum; 
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c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan 
ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan; 

d. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban 
umum; 

e . Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan tugas Forum Koordinasi 
Pimpinan di Kecamatan; 

f. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang 
perizinan dan non perizinan kepada masyarakat; 

g. Melaksana an survey atas permohonan perizinan dan non perizinan 
apabila d iperlukan sesuai dengan kewenangannya; 

h. Melaksanakan penyiapan ba a ko rd inasi keg'a tan polis' pam ong praja 
da pe lindungan masyarakat dalam rangka m emelihara keten traman dan 
ketertiban wilayah Kecamatan; 

1. Melaksanakan or ' n asi men enai pencegahan dan penanggu angan 
e yalahgun aan obat, narkoti a, psikotropika, zat adiktif dan bahan 

berbahaya lainnya di wilayah Keca matan; 
J. Mel k sa nakan penyiapan bahan koordinasi dengan erangkat daera yang 

t gas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perunda - n angan; 
k. M laksanaka n pengawa san d pembinaan dal rangka giatan 

pr ventif pelanggarru: atas p a tu ra 'ah . . Tah Kecamatan; 
1. Mel an iapan bah pe an pengen a ian p ertahanan 

ma syar at, kete an at eng elakukan 
u saha- saha pre e '. te ada p k m u g i a ti on fli so sial 
da I atau upaya men lesaika permasala an lai .I.nya yang t rjadi di 
m a sya r a dal ay ke ' a Ke ama tan; 

m . M 1 sanakan penyiapan bahan koordina i p n anganan kejadi encana 
di wilayah Kecamatan; 

n. Mela k a kan enyia pan h a n k ordin asi, embinaan da pe gawasan 
serta pelaporan lang h-l n gk pen a n gul ngan terjadinya en cemaran 
dan ke s a Ii ku ga ; 

o. Melaks akan pen sun an St, ndar 0 e raSl n al P osedur (SOP) 
pelaksa naan tuga s ; 

p . Melaksana k p nyiap n bahan koordin si den g n Peran kat Daerah 
sesuai d n gan ling up :::erja nya; 

q. Melaksanakan enyia pan bahan koo dina i pen ele ggaraan urusan 
pemerintahan y ng m enja i lingkup tuga ya; 

r. Melaksanakan peny sunan bahan koordin asi, emantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pe1aks aan tug s lingkup Seksi Ketentraman dan 
Ketertiban Umum; dan 

s . Melaksanakan tugas kedinasan 1 .... nya. 

Bagian Ketiga 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 11 

(1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 huruf g berdasarkan bidang keahlian dan I atau keterampilan tertentu serta 
bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai 
kewenangannya. 

(2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 
beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati. 
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(3) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(4) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang­
undangan. 

BABIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal12 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati lnl, pejabat yang ada tetap 

menduduki j a batannya dan melaksanakan tugasnya sa m pai dengan 
ditetapkannya pejabat yang baru berdasarka n Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka: 
a. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi 

Peran gkat Daerah Kecamatan ; dan 
b. Peratu ran Bupati Nomor 102 h un 2020 entang Tugas dan Fungsi 

Perangkat Daerah Kecamatan; 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . 

Pasal 14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap oran g mengetahuinya, m emerintahkan pengun dangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 27 Agustus 2021 

MO DZEN 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tangga l 27 Agustu s 2021 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 202 1 NOMOR 68 


